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ABSTRAK  

 BAU MASITA (2019). PelaksanaanInovasiPemerintah Daerah 

DalamPelayananPenyandangDisabilitasMelalui Program KupasTas di 

Kantor DinasKependudukandanCatatanSipil Kota Makassar (dibimbingoleh  

Dr. H. MuhlisMadani, danHamrun) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peroses pelaksanaan 

Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas Melalui 

Program KupasTas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan 

tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data 

mengunakan observasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan peroses 

pelaksanaan Inovasi Kupas Tas bagi masyarakat penyandang disabilitas 

menunjukkandari lima indikatoryaitu Tangible(buktifisik),dimana bukti fisik yang 

diberikan berupa sarana dan prasarana dalam pelayanan yang berupa alat-alat 

(computer, printer dan lain-lain) serta alat bantu bagi penyadang disabilitas yaitu 

Al glasses yang dipergunakan bagi penderita buta, dan alat bantu dengar bagi 

orang tuli (Heraing Aid). Reability (kehandalan) memberikan pelayanan yang 

sama dengan masyarakat pada umumnya yang membedakan hanya pegawai dinas 

dukcapil yang datang langsung kemasyarakat. Responsivines (ketangapan), yakni 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KupasTas, serta apa-apa 

saja yang  perlu dipersiapkan sebelum datang untuk melakukan pengurusan berkas 

kependudukan. Assurance (jaminan dan kepastian), menjamin semua masyarakat 

penyandang disabilitas yang datang melakukan pengurusan berkas kependudukan 

mendapatkan hak nya untuk mendapatkan pelayanan pembuatan berkas 

kependudukan. Emphaty (perhatian) memberikan perhatian yang tulus, 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mejadi kebutuhan dari 

masyarakat itu sendiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 96 Tahun 

2012 tentang pelayanan publik, pada pasal 1 menyatakan bahwa  pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara 

dan penduduk  atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu usaha 

yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan 

kepada masyrakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Hal pokok yang 

menjadi perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan 

dan penerimaan layanan (customer). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-

jasa publik yang dikelola pemerintah meliputi segenap aspek kehidupan 

masyarakat, hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan publik.  

Sektor publik adalah sektor yang bercirikan non komersial. Bertujuan untuk 

berorientasi pada kepentingan umum, berdasarkan pada legitimasi kekuasaan. Dan 

adanya interaksi antar warga negara (rakyat) sebagai pemeberi mandat dengan 

negara atau pemerintah sebagai sektor kebijakan publik. Di sisi lain, sektor publik 

juga mengalami gelombang tuntutan perubahan, untuk lebih fleksibel, lebih 

mampu menjawab tantangan, perubahan dinamika yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat. Meningkatnya kesadaran yang dimiliki oleh warga negara akan 

haknya, yang memaksa sektor publik untuk mengimbanginya dengan kebijakan 



 
   

       

 

dan kualitas pelayanan yang setara dengan kualita pelayanan warga negara 

(masyarakat) yang lainnya.  

Administrasi publik harus selalu menemukan strategi dan pendekatan yang 

lebih jitu dan harus selalu berusaha untuk memperbaharui teori dan istrumen agar 

tidak semakin tertinggal dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini yang harus 

diperhatikan oleh Administrasi Publik adalah trend Inovasi. Dewasa ini, yang 

menjadi praktek nyata yang menjadikan kinerja pemerintah menjadi lebih baik 

adalah adanya inovasi-inovasi baru yang diciptakan. Artinya, inovasi sangat 

berperang penting untuk menhindari berbagai bentuk kegagalan. Inovasi bukan 

lagi sebua pilihan melainkan kewajiban dan kebutuhan bagi jajaran Pemerintahan  

di semua tingkat. Tidak berlebihan jika di katakan bahwa Inovasi merupakan 

jawaban terhadap setiap permasalahan yang di hadapi oleh sektor Public (Utomo 

2016). Inovasi menurut (Suryani 2008: 304), adalah konsep yang luas tidak hanya 

terbatas pada produk, inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang di 

persiapkan oleh seseorang sebagai suatu yang baru.  

Pada era globalisasi seperti yang terjadi saat ini, dimana perubahan yang 

terjadi sangatlah cepata maka suda sangat merugikan sekali bagi masyarakat jika 

tidak dilakukan perubahan terhadap inovasi pelayanan. Kebutuhan akan 

pentingnya pelayanan yang baik bagi masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 Tentang  

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada pasal 22 tentang pelayananan 

umum sebagai berikut :  



 
   

       

 

a. Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan 

pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada 

penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Layanan publik tersedia bagi semua warga masyarakat termaksuk mereka 

yang penyandang disabilitas.Akan tetatapi, bagi para penyandang disabilitas ada 

masalah aksebilitas. Suda ada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan 

daerah, yang secara spesifik mengatur tentang aksebilitas.Namun demikian, 

sangat minimnya implementasi peraturan perundang-undangan dan peraturan 

daerah tersebut mengakibatkan berbagai hambatan bagi para penyandang 

disabilitas untuk dapat menikmati berbagai pelayanan public yang tersedia.Ini 

mencakup hambatan arsitektural, hambatan informasi dan komunikasi, dan 

hambatan internal dari penyandang disabilitas sendiri serta kurangnya dukungan 

masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas, yang secara 

keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan 

publik. 

Sebagai warga Negara, penyandang disabilitas seyogyanya tidak 

dikecualikan dari haknya untuk menikmati berbagai layanan publik yang 

tersedia.Akan tetapi, yang sering menimbulkan masalah adalah akses kelayanan 

tersebut.Tempat-tempat penyelenggaran layanan publik pada umumnya 



 
   

       

 

dibangung tanpa memperhatikan kaidah-kaidah aksebilitas, bahkan tanpa 

menyadari adanya aturan perundang-undangan tentang aksebilitas. Aksebilitas 

sebagaimana digariskan dalam Undang-undang No. 4/1997 tentang penyandang 

cacat, adalah kemudahan yang disediakan bagi “penyandang cacat” guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan.  

Jumlah masyarakat penyandang Disabilitas yang ada di Kota Makassar saat 

ini berjumlah 1159, yang terdiri dari penderita Disabilitas Tuna daksa, tuna netra, 

tuna rugu/wicara, tuna grahita. Masyarakat penyandang disabilitas masi 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dalam pengurusan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan 

Kartu Anak Makassar (KAM). Dokumen-dokumen tersebut sangat dibutuhkan 

untuk mendapatkan hak-hak sebagai Warga Negara.Hal tersebut disebabkan 

karena keterbatasan yang dimiiki oleh penduduk rentan, seperti penduduk 

Penyandang Disabilitas/Cacat.Sehingga kebanyakan masyarakat menggunaka jasa 

calo dan harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membayar calo 

tersebut.Padahal pengurusan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

geratis, tidak dipungut biaya sedikitpun. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar 

memiliki dasar visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melakukan tindakan 

untuk melindungi warganya. Adapun misi pemerintah Kota Makassar yang 

berkaitan dengan program Kupas Tas adalah “Mereformasi Tata Pemerintahan 

menjadi Pelayanan Publik Kelas dunis bebas korupsi”. Dalam skala nasional 



 
   

       

 

pencapaian tujuan dalam meningkatkan amanat dari Undamg-Undang No. 24 

Tahun 2013, dimana stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk, 

diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemeritah melalui petugas. Hal 

tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah kota Makassar, khususnya Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan kebijakan 

pendekatan pelayanan dengan membuka akses pelayanan publik kepada 

masyarakat. Dalam hal ini bagaimana agar masyarakat dapat terpenuhi hak-hak 

sipilnya sebagai warga Negara dengan mendapatkan layanan kependudukan dan 

pencatatan sipil dengan mudah.Terutama bagi masyarakat penyandang 

disabilitas.Mereka diharapkan bisa mengakses layanan tanpa harus mengeluarkan 

biaya, waktu dan tenaga yang sangat banyak. 

Dengan demikian maka Walikota Makassar, Dinas Kependudukan  dan 

pencatatan Sipil memprogramkan pelayanan Kupas Tas bermakna Kupas (KTP-

Elektronik, Kartu keluarga, pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Anak Makassar) 

dapat dituntaskan dengan pelayanan ini. Juga dapat diartikan bahwa program 

Kupas Tas adalah untuk memastikan bahwa dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil warga semua telah lengkap dalam “Tas”. Program Inovasi Kupas 

Tas merupakan program wajib dan rutin yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang diperuntuhkan dan lebih 

di fokuskan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas.Program ini bertujuan 

agara tidak ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai KTP-Elektronik, Kartu 

Keluarga, dan Kartu Anak Makassar. Serta penyandang Disabilitas juga 

mempunyai hak yang sama untuk memiliki dokumen seperti masyarakat lain 



 
   

       

 

padaumumnya. (Makassar Terkini. Id.) Pelayanan Kupas Tas penting bagi 

masyarakat penyandang disabilitas, karena dengan adanya program Kupas Tas 

maka tidak adalagi masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, belum 

melakukan perubahan KK, tidak memili kartu Anak Makassar, dan belum 

melakukan pengurusan Akta Kelahiran.  

 Alasan mengambil judul ini karena adanya kesulitan yang dialami 

masyarakat penyandang disabilitas, dalam mengurus surat-surat atau berkas-

berkas karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat.Misalnya saja 

penyandang Tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan, penyandang 

Tunanetra yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat, penyandang 

Tunarungu yang tidak mampu mendengar. Dengan keterbatasan yang dialami 

maka akan sangat sulit untuk menjangkau dan melakukan pengurusan dokumen-

dokumen dikantor Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Makassar.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam 

Pelayanan Penyandang Disabilitas Melalui Program Kupas Tas Di Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di 

bahas dalam Skripsi  ini adalah  

Bagaimana Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan 

Penyandang Disabilitas Melalui Program Kupas Tas di Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil kota Makassar ? 



 
   

       

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan pembuatan skripsi ini 

adalah  

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah 

Dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas Melalui Program Kupas Tas di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Makassar 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat penulisan proposal ini ada dua, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

 Bermanfaat untuk menghasilkan konsep dalam Pelaksanaan Inovasi Kupas 

Tas Dalam Pelayanan Disabilitas Dikota Makassar 

2. Manfaat praktis  

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam 

menjalankan Pelaksanaan Inovasi Kupas Tas dalam pelayanan Disabilitas di 

kota Makassar 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya 

dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang 

mengkaji tentang Pelaksanaan Inovasi Kupas Tas dalam pelayanan Disabilitas 

di kota Makassar 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen (Activiting) 

1. Pengertian Manajemen  

Menurut Terry dalam Arifuddin (2013:5)  manajemn adalah suatu proses 

khas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya.  

Menurut Ratminto (2012:1) manajemen adalah suatu seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Dari pengertian diatas, maka dapat di simpulkan manajemen adalah suatu 

ilmu dan seni yang mempelajari suatu cara dalam mengatur atau mengelola suatu 

kelompok maupun organisasi dalam memenuhi tujuan yang sudah direncanakan 

atau disepakati bersama dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada.  

2. Manajemn Pelayanan Publik  

Menurut Ratminto (2005) manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai 

suatu peroses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana 

mengimplementasikan rencana, mengkordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-

aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan yang tegas dan 



 
   

       

 

ramah terhadap konsumen, terciptanya interaksi khusus dan contoh kualitas 

dengan pelanggan. 

Sedangkan manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu 

peroses penerapan ilmu dan seni menyusun rencana, mengimplementasikan 

rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan 

demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.(Ratminto, 2005) atau dengan kata lain, 

manajemen pelayanan publik berarti merupakan suatu peroses perencanaan dan 

pengimpelementasiannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan 

penyelesaian aktivitas-aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya 

tujuan-tujuan pelayanan yang terlah ditetapkan. Manajemen pelayanan public 

yang baik tentunya akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.  

3. Fungsi Manajemen Pelayanan Publik  

Menurut Terry (2013:17-18)  fungi manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Fungi perencanaan (planning) adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, planning mencakup 

kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-

alternatif  

b. Fungsi pengorganisasian (organizing) organizing mencakup (1) membagi 

komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke 

dalam kelompok-kelompok. (2) membagi tugas kepada seseorang manajer 

untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (3) menetapkan wewenang di 

antara kelonpok dan unit-unit organisasi  



 
   

       

 

c. Fungsi penggerakan (actuating) actuacting mencakup kegiatan yang di 

lakukan oleh seseorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 

yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-

tujuan dapat tercapai.  

d. Fungsi pengawasan (controlling)controlling mencakup kelanjutan tugas untuk 

melihat apakah kegiatan-kegiatan di laksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan 

kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.  

B. Inovasi  

1. Pengertian Inovasi  

Pengertian inovasi menurut UU No. 28 tahun 2002, inovasi adalah kegiatan 

penelitian,pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan 

penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang telah ada kedalam 

produk atau proses produksi.  

Menurut Suryani (2008:304), inovasi dalam konsep yang luas tidak hanya 

terbatas pada produk, inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang 

dipersiapkan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inivosi juga sering 

digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru 

oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran 

dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang 

sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum 

perna ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang 



 
   

       

 

merupakan penyempurnaan atau  perbaikan dari produk yang pernah ditemui 

konsumen dipasar.  

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses atau hasil” pengembangan atau 

pemanpaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termaksud keterampilan 

tekhnologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, 

peroses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld 

dalam Sutarno (2012:132)inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada 

produk, peroses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. 

Sedangkan menurut Vontana (2009:20) inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan 

sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama 

dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar 

dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen 

dan atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.  

Menurut Robbins (1994)inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan 

untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.  

Dalam berinovasi Robbins memfokusan pada tiga hal utama diantaranya 

yang (1) gagasan baru, yaitu suatu olah fikir dalam mengamati suatu feomena 

yang sedang terjadi, termaksud dalam bidang pendidikan, ide, sistem sampai pada 

kemungkinan gagasan yang mengkristal. (2) produk dan jasa, yaitu hasil langkah 

lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, 

kajian, penelitian, dan perolehan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret 

delam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diinplementasikan 

termaksuk hasil inovasi dibidang pendidikan. (3) upaya perbaikan, yaitu usaha 



 
   

       

 

yang terus menerus sehingga buah inovasi dapat dirasakan manfaatnya. Sementara 

dalam inovasi mempunyai empat ciri, yaitu : 

a. Memiliki kekhasan/ khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas 

dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termaksud kemungkinan hasil 

yang diharapkan 

b. Memiliki ciri unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki 

karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki 

kadar Orsanilitas dan kebaruan.  

c. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti 

bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-

gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program 

yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.  

d. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan 

harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk  arah dan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116)mengatakan bahwa inovasi 

memmpunyai atribut sebagai berikut : 

a. Keuntungan relatif  

Sebuah inovasi mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan onovasi sebelumnya, selalu ada sebuah nilai kebaruan yang 

melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang 

lain.  

 



 
   

       

 

b. Kesesuain  

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain dengan inovasi 

yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta 

merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, 

namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari peroses transisi ke 

inovasi terbaru. Selain itu juga dapat dimudahkan peroses adaptasi dan 

peroses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.  

c. Kerumitan  

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 

Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru 

dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya menjadi 

masalah penting.  

d. Kemungkinan dicoba 

Inovasi hanya diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga 

sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”. dimana setiap 

orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari 

inovasi.  

e. Kemudahan diamati  

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah 

inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 



 
   

       

 

Berdasarkan pendapat para ahli maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari 

sebelumnya yang berupa ide,konsef,gagasan, yang dapat dikembangkan dan 

dinflementasikan dalam kehidupan, agar dapat dirasakan manfaatnya.  

2. Jenis-jenis Inovasi  

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa seharusnya 

dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan 

bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) 

adalah : 

a. Inovasi terus menerus  

Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan 

produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang 

paling tidak mengacuhkan pada pola perilaku yang sudah mapan. 

Contohnya, memperkenalkan perubahan model baru, menambahkan 

mentol pada rokok atau pengaruh panjang rokok.  

b. Inovasi terus menerus dan secara dinamis  

Mungkin melibatkan penciptaan baru atau perubahan produk yang seudah 

ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari 

kebiasan belanja pelanggan atau pemakaian produk. Contohnya antara 

lain, sikat gigi listrik, makanan alami atau raket tenis yang sangat besar 

 

 

 



 
   

       

 

c. Inovasi terputus  

Melibatkan pengenalan produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan 

pembeli mengubah secara signifikan pola perilakau mereka, contohnya 

komputer. 

C. Pemerintah Daerah  

1. Pengertian Pemerintah Daerah  

Dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah 

menjalangkan otonomi daerah seluas-luasnya serta mendapatkan hak untuk 

mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintah yang oleh Undamg-

Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.  

2. Fungsi Pemerintah Daerah  

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah 

menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi 

pemerintah daerah menurut undang-undang No. 24 Tahun 2014 adalah:  

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  



 
   

       

 

Berdasarkan yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa fungsi pemerintah 

daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, 

mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang 

dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014. 

3. Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas 

Melalui Program Kupas Tas di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kota Makassar  

Inovasi dapat terjadi dibidang apa saja, termasuk bidang pemerintahan. 

Pola pemerintahan model lamah yang berfokus pada pemerintah pusat kini sudah 

mulai ditinggalkan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang 

otonomi daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti, apa pun 

bentuk pembangunan yang dilakukan oleh daerah otonom harus tetap dalam 

kerangka system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga daerah 

berhak melakukan inovasi dibidang apa saja yang di inginkan dengan tujuan 

kesejahteran rakyatnya atau kepentingan rakyatnya.  

 Pemerintah Kota Makassar, melalaui Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil membuat sebuah inovasi Kupas Tas. Inovasi Kupas Tas ini merupakan suatu 

inovasi pemerintah daerah dimana bertujuan untuk agar tidak ada lagi warga 

masyarakat kota Makassar yang belum melakukan perekaman KTP-El, Kartu 

Keluarga yang belum diperbaharui, tidak memiliki akta kelahiran, serta belum 



 
   

       

 

memiliki kartu Anak Makassar, yang diperuntukkan atau di fokuskan kepada 

masyarakat penyandang disabilitas/cacat.  

D. Pelayanan  

1. Pengertian Pelayanan  

Istilah pelayanan berasal dari kata „layan‟ yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbatan melayani. 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia (Sinambela 2010:3).Pelayanan adalah peroses pemenuhan kebutuhan 

melali aktivitas orang lain yang langsun (Moenir, 2006:16-17).  

Menurut Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan 

yang terjadi dalam interkasi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggang. Menurut Ratminto 

(2005:2)pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hak-hak lain yang disebabkan oleh perusahan pemberi pelayanan 

yang diamksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggang  

Dalam keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara N0. 63 Tahun 

2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan 

publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 

2003 diuraikan bahwa instansi pemerintah sebagai kolektif yang meiputi satuan 



 
   

       

 

kerja/satuan organisasi kementrian, Depertemen, Lembaga Pemerintah Non 

Depertemen, Kesetratariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara pelayanan 

publik.sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang-orang 

masyarakat, instasi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dan 

instansi pemerintah.  

Berdasarkan pengertian pelayanan menurut parah ahli, maka dapat di 

simpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi antara seseorang 

dengan orang lain, atau antara pemerintah dengan masyarakatnya, guna untuk 

memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

2. Konsep  Kualitas Pelayanan  

Gaperz dalam Sampara Lukman (2000: 9-11) mengemukakan bahwa pada 

dasranya kualitas mengacu pada pengertian pokok : 

a. Kualitas terdiri atassejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan aktraktip yang memenuhi keinginan 

pelanggang dan memberikan kepuasaan atas pengguanaan produk 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan.  

Kualitas menurut Hasbani Pasolog, (2007:132) adalah (1) kesesuaian 

dengan persaratan/tuntutan, (2) kecocokam pemakaian, (3) perbaikan atau 

penyempurnaan keberlanjutan, (4) bebas dari kerusakan, (5) pemenuhan 

kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat (6) melakukan segala sesuatu 

secara benar semenjak awal, (7) sesuatu yang bisah membahagiakan pelanggang. 



 
   

       

 

Konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer 

behaviour” (perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi sesuatu produk 

pelayanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. Keputusan-

keputusan konsumen untuk mengkomsumsi atau  tidak mengkomsumsi suatu 

barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsinya 

terhadap kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat 

antara kepusan konsumen dengan kualitas pelayanan (Hanabi Pasalog, 2007:135).  

Zeithaim Rakhmat (2009), mengatakan ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan, yaitu:Expectative Service (pelayanan yang 

diharafkan) dan Perceived Service (layanan yang diterima), karena kualitas 

pelayanan berpusat pada pelanggang serta ketetapan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggang, maka Zeithami mendefinisikan bahwa 

pelayanan yang seharusnya adalah penyampaian pelayanan secara excelen atau 

superior dibandingkan dengan pemenuhan harapan konsumen. Artinya pelayanan 

yang diberikan seharusnya melebihi harapan konsumen agar tercipta kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan yang diberikan.  

Pelayanan birokrasi yang berkualitas, oleh Sinambela (2010-43)di 

definisikan melalui ciri-ciri berikut : 

a. Pelayanan yang bersifat anti birokratis 

b. Distribusi pelayanan 

c. Desentralisasi dan beriprentasi pada klien 



 
   

       

 

Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut Moneir (2006:41-

44)adalah sebagai berikut :  

a. Adanya kemudahan dalam penguasaan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat  

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau hal-hal 

lain bersifat tidak wajar.  

c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu 

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan 

karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 

diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak jelas.  

Karena dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan faktor 

penentu kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik diharapkan 

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggang. Dan untuk mencapai kepuasan 

itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela, 2010:42-43) 

a. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, muda dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti.  

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

c. Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  



 
   

       

 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendukung peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek –aspek khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain.  

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan pubik. 

Menurut Fitzimmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2006:7) indicator dalam 

pelayanan publik : 

a. Reability, ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.  

b. Tangibles, yang di tandai dengan penyedian yang memadai daya 

manusianya dan lainnya.  

c. Responsive,yang di tandai dengan keinginan melayani konsumen dengan 

cepat  

d. Assurance, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan 

moral dalam memberikan pelayanan.  

Sedangkan Zeithaml, Parasuraman dan Berry menggunakan ukuran sebagai 

berikut (Dwiyanto 2008: 145) 

a. Tangible, yaitu fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas komunikasi 

yang dimiliki oleh penyedia layanan  



 
   

       

 

b. Reability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelengarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat 

c. Responsiviness atay responsivitas adalah kerelahan untuk menolong 

pengguna layanan dan penyelengaraan pelayanan secara ikhlas.  

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 

kepercayaan kepad pengguna layanan 

e. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan secara individual. 

E. Inovasi Pelayanan Publik  

1. Pengertian Inovasi Pelayanan Publik 

Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai 

penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi.Dicirikan oleh 

adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan 

berskala cukup umum sehingga dalam peroses implementasinya berdampak cukup 

besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam 

pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang intangible karena 

inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis yang tidak dapat dilihat 

melainkan pada perubahan dan hubungan pelakunya, yaitu antara service provider 

dan service receiver (users) atau hubungan antar berbagai bagian di dalam 

organisasi atau mitra sebuah organisasi.  

Menurut Yogi dalam LAN (2007:113)  inovasi disektor public adalah 

salah satu jalan atau bahkan breakhtough untuk mengatasi kemacetan dan 

kebuntuhan organisasi disektor publik. Karakteristik dari system disektor publik 



 
   

       

 

kaku harus mampu dicarikan melalui penularan budaya inovasi.Inovasi yang 

biasanya ditemukan disektor bisnis kini mulai diterapkan pada sector 

publik.Budaya inovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan 

baik.Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang 

sedemikian cepat, yang terjadi diluar organisasi publik.Selain itu perubahan 

dimasyarakat juga begitu penting sehingga demikian, maka sektor publik dapat 

menjadi sector yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap 

perubahan yang terjadi. 

Menurut Yogi dalam LAM (2007) secara khusus inovasi dalam lembaga 

publik dapat didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa)ide-ide baru 

dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, 

berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam peroses 

implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan 

organisasi.  

Peroses kelahiran suatu inovasi, bias didorong oleh bermacam situasi. 

Secara umum inovasi dalam pelayanan publik  ini harus lahir inisiatif, seperti : 

a. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan 

pemerintah, sector swata dan pemerintah.  

b. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan 

publik 

c. Pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas 

meningkatkan efektivitas layanan (kesehatan, pendidikan, hokum, dan 

kemanan masyarakat) 



 
   

       

 

Maka inovasi pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai terobosan jenis 

pelayanan publik yang merupakan ide kreatif original dan/atau adaptasi atau 

modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, inovasi pelayanan publik 

sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu 

pendekatan baru yang bersifat konsektual. 

2. Inovasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik  

Orientasi penerapan inovasi disektor publik sangat berbeda dengan 

orientasi inovasi disektor swasta.Inovasi disektor publik sebenarnya didasarkan 

pada semangat pelayanan bagi masyarakat dibandingkan dengan semangat 

mengejar profit.Masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan yang harus dilayani 

serta diperlakukan secara adil dan setara. Pemikiran ini diperkuat oleh Deshpande 

Farley, dan Webster dalam (Salge dan vera, 2012). Yang berendapat bahwa 

orientasi pada pelanggan seharusnya telah menjadi dasar sector publik.Kebutuhan 

dan kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama organisasi publik dalam 

memberikan pelayanan.Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa 

penerapan inovasi sangat penting dilakukan oleh organisasi public dalam rangka 

mencapai tujuan utama organisasi yaitu memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat. 

Sinyal perubahanpun menunjukkan postifi, dimana inovasi mendapat 

tenpat disektor publik.Budaya inovasi harus dapat dipertahankan dan 

dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan 

tuntutan perubahan yang sedemikian cepat, yang terjadi diluar organisasi yang 

lebih baik, mempunyai kesadaran (awareness) yang lebih baik akan haknya. 



 
   

       

 

Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat 

mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi. 

Menurut Rogers (2003) Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat 

mengadopsi inovasi melalui tahap sebagai berikut : 

a. Initiation atau perintisan 

Tahan perintisan terdiri dari fase agenda setting dan matching.Ini 

merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang 

terjadi dalam organisasi.Pada tahapan agenda setting ini dilakukan peroses 

indentifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah.Selanjutnya 

dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tenpat 

dimana inovasi tersebut diaplikasikan.Tahapan ini biasa memakan waktu yang 

lamah.Pada tahapan ini juga biasanya dikenali dengan adanya performance gap 

atau kesenjangan kinerja.Kesenjangan inilah yang memicu peroses pencarian 

inovasi dalam organisasi.Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian.Pada 

tahapan ini permasalahan telah terindentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau 

penyerataan dengan inovasi yang hendak diadopsi.Pada tahapan ini memastikan 

feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan diorganisasi tersebut. 

b. Implementation atau pelaksanaan  

Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari 

dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan 

organisasi.Tahapan implementasi ini terdiri dari fase redefinasi, klarifikasi dan 

rutinitas.Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan 

karakter asingnya.Inovasi sudah melewati peroses re-incention sehingga lebih 



 
   

       

 

dekat dalam mengakomudasi kebutuhan organisasi.Pada fase ini, baik inovasi 

maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan mengalami peroses 

perubahan untuk saling menyesuaikan.Pada umumnya terjadi paling tidak 

perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 

F. Penyandang Disabilitas  

1. Pengertian Penyandang Disabilitas  

Dalam Konvensi Internasional Hak-Hak penyandang Cacat dan Protokol 

Opsional terhadap konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) 

Penyandang Disabilitas berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh 

dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan Individual normal dan atau 

kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan 

maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Secara Yuridis 

pengertian Penyandang Disabilitas di atur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 

1997 sebagai berikut: 

 “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 

kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, 

penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental”.  

Pada pasal 1 ayat 7 Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas adalah 

orang yang memiliki keterbatasan Fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini 



 
   

       

 

dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyrakat 

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.  

Menurut WHO (1980), pengertian Penyandang Disabilitas di bagi menjadi 3 

hal yaitu : 

1. Impairment yang merupakan suatu kehilangan atau ketidak normalan baik 

psikologis, Fisikologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.  

2. Disability diartikan sebagai suatu ketidak mampuan melaksanakan suatu 

aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya normal yang disebabkan 

oleh kondisi impairment.  

3. Handicap di artikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, 

keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ketidak normalan.  

2. Ragam Penyandang Disabilitas  

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 penyandang Disabilitas dibagi 

menjadi 4 ragam, Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat 

dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang 

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang ragam Penyandang Disabilitas meliputi :  

a. Penyandang Disabilitas fisik  

b. Penyandang Disabilitas intelektual 

c. Penyandang Disabilitas mental  

d. Penyandang Disabilitas sensorik 

Penyandang Disabilitas fisik yang dimaksud ialah :  

a. Tidak dapat melihat atau buta (tunanetra) 



 
   

       

 

b. Tidak dapat mendengar atau tuli (tunarugu) 

c. Tidak dapat berbicara atau bisu (tunawicara) 

d. Cacat tubuh (tunaadksa) 

e. Cacat suara dan nada (tunalaras) 

Penyandang Disabilitas Intelektual yang dimaksud yakni :  

a. Sukar mengendalikan emosi dan sosial (tunalaras) 

b. Cacat fikiran dan lemah daya tangkap atau idiot (tunagrahita) 

Sedangkan penyandang Disabilitas mental atau sensorik sebagaimana yakni 

penderita cacat lebih dari satu kecacatan (tunaganda). 

G. Inovasi Pelayanan Kupas Tas Dikota Makassar  

Pemerintah kota Makassar memiliki dasar visi dan misi yang menjadi 

pedoman dalam melakukan tindakan untuk melindungi warganya. Adapun misi 

pemerintah kota Makassar yang berkaitan dengan program ini adalah 

“Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik kelas dunia bebas 

Korupsi. Dalam skala nasional pencapaian tujuan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berdasarkan amanat 

dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dimana Sulawesi Selatan aktif 

diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.  

Hal tersebut diatas menjadi dasar Pemerintah kota Makassar, khususnya 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan 

kebijakan pendekatan pelayanan dengan membuka akses pelayanan publik kepada 

masyarakat. Dengan hal ini agar masyarakat dapat terpenuhi hak-hak sipilnya 

sebagai warga negara dengan mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan 



 
   

       

 

sipil dengan mudah. Terutama bagi penduduk/anak-anak rentang yang memiliki 

keterbatasan seperti warga yang mengalami disabilitas/cacat. Mereka diharapkan 

bisa mengakses layanan tanpa harus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang 

sangat banyak.  

Inovasi Kupas Tas ini memberikan jawaban permasalahan yang dialami 

oleh warga yang kesulitan dalam mengakses layanan kependudukan dan 

pencatatan sipil yang difokuskan pada kartu Tanda Penduduk, Ktp Elektronik 

(KTP-El), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan kartu Anak Makassar 

(KAM). Sebelum program inovasi ini dilakukan, untuk mendapatkan layanan 

masyarakat harus datang untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar. Tapi 

dengan adanya program ini, tim pelaksana dari Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil memberikan fasilitas kepada penduduk rentan agar mereka 

menjadi lebih muda mendapatkan layanan. Jadi program ini dilaksanakan untuk 

mendapatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini 

memiliki tingkat mobilitas tinggi dan jangkauan luas yang dapat melayani 

beberapa kecamatan dan kelurahan dengan bekerjasama beberapa elemen lembaga 

masyarakat/stakeholders sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih teratur, efektif 

dan efisien, seperti dengan ketua RT/RW, lurah, camat, paralegal dari lembaga 

UNICEF (the United Nation’s Choldren Fund), lembaga SIPS (support to 

Indonesian’s Islands of Integrity program for Sulawesi), TNI Angkatan Laut 

Republik Indonesia, anggota DPRD kota Makassar. Selain kecamatan dan 

kelurahan, pelayanan juga dilakukan dikantor yayasan Bakti (Bursa Pengetahuan 



 
   

       

 

Kawasan Timur Indonesia) yang bekerja sama dalam memfasilitasi pelayanan 

dengan warga disabilitas/cacat. 

H. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka 

tujuan dilakukannya penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu 

menurut Undamg-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan hak-hak 

penyandamg disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 

kesamaan hak. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat penyandang 

disabilitas yakni diamana masyarakat penyandang disabilitas kesulitan dalam 

melakukan pengurusan berkas kependudukan dan pencatatan sipil, karena kondisi 

fisik yang dialaminya. 

Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar melalui 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar membuat suatu Inovasi 

Kupas Tas yang diperuntuhkan bagi masyarakat penyadang disabilitas untuk 

mempermudah masyarakat penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan dalam 

pengurusan berkas kependudukan. Untuk mengetahui  pelaksanaan Inovasi Kupas 

Tas terhadap masyarakat penyandang Disabilitas,  dengan menggunakan teori 

pelayanan publik dengan indikator Tangible, Reability, Responsiveness, 

Assurance, dan Empathy (Dwiyanto 2008: 145) 



 
   

       

 

1. Tangible (bukti fisik) nyaitu fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas 

komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan.  

2. Reability (kehandalan)yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat 

3. Responsiveness (ketanggapan) , yaitu kerelahan untuk menolong pengguna 

layanan dan penyelenggara pelayanan secara ikhlas 

4. Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopanan, dan 

kepercayaan kepada pengguna layanan 

5. Empathy (perhatian), kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan secara individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Konsep kerangka fikir 

Persamaan hak, dan peenuhan 

kewajiban.  

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 

Tentang  Peenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

 

Kantor Catatan Sipil Kota Makassar  

Pelayanan Publik  

1. Tangible 

2.Reability 

3.Responsiveness 

4. Assurance  

5. Empathy 

 

Inovasi Kupas Tas dalam pelayanan 

Disabilitas di kota Makassar   

 



 
   

       

 

 

I. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Program Kupas 

Tas dalam pelayanan Disabilitas dikota Makassar. Fokus ini meliputi (1) tangible 

yaitu  fasilitas fisik yang digunakan dalam pelayanan yang meliputi (gedung), 

perelengkapan dan peralatan yang digunakan (tekhnologi), serta penampilan 

pegawainya (2) reability,  yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, yakni ketetapan 

waktu dalam pelayanan. (3) responsiviness,  yaitu memberikan pelayanan yang 

cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.   

(4) assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para 

pemberi pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya para masyarakat (5) 

empathy, yaitu suatu perhatian, keseriusan, simpatik, yang diberikan pemberi 

pelayanan kepada masyarakat. 

J. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Tangible (bukti Fisik) adalah suatu kemampuan penyedia layanan untuk 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan kedalam 

lingkungan disekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang ang 

diberikan. Hal ini meliputi pasilitas fisik (gedung), perlengkapan dan peralatan 

yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.  

 Dalam memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan pelayanan 

dapat merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh pemberi 

pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan.Bentuk 



 
   

       

 

pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana pelayanan yang 

tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance pemberi 

pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan dan 

menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan 

fisik yang dapat dilihat. 

2.  Reability (keadanlan) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan penerima layanan  yang berarti ketetapan waktu,  

pelayanan yang sama untuk semua masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam 

memberikan pelayanan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.  

 Inti dari reability adalah setiap pelayanan memiliki kemampuan yang 

handal, mengetahui, mengenal seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, 

memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai 

dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan 

memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum 

dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan 

tersebut. Yaitu memahami, menguasai, handal, mandiri dan profersional atas 

uraian kerja yang ditekuninya. 

3. Responsiveness (ketanggapan) adalah memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat kepada masyarakat dengan penyampaian informasi 

yang  jelas. Setiap pemberi pelayanan memberikan bentuk-bentuk pelayanan, 

mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang 

yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari 



 
   

       

 

pemberi pelayanan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat 

penyerapan, pengertian, ketidak sesuaian atas berbagai hal terbentuk 

pelayanan yang tidak diketahuinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan 

yang bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar 

menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku 

sehingga terbentuk pelayanan mendapat respon yang positif.  

4. Assurance (jaminan dan kepastian) pengetahuan, kesopansantunan dan 

kemampuan para pemberi pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

masyarakat. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain : komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.  

 Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas  pelayanan 

yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh 

jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang 

menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan 

pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, 

ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas pelayanan yang diberikan. 

5. Empathy (perhatian) memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para penerima pelayanan dengan berupa 

memahami keinginan masyarakat. Dimana pemberi layanan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan, memahami kebutuhan masyarakat, 

serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi masyarakat.  

 Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, 

simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan 



 
   

       

 

dengan pelayanan untuk mengembangkan atau melakukan aktivitas pelayanan 

sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak 

tersebut.Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami 

masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang dilayani seyogyanya 

memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, sehingga 

keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki 

perasaan yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan, dari bulan 

April sampai bulanjuni  2019. Terhitung mulai tanggal 06 april sampai dengan  06 

juni 2019. Penelitian ini menetapkan tenpat penelitian pada kantor Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan masyarakat penyandang 

disabilitas. Kec.Tamalate Kelurahan Parang Tambung.pertimbangan memilih 

lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan 

Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Disabilitas Melalui 

Program Kupas Tas di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Makassar,  dapat diperoleh dilokasi tersebut. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian   

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, peneliti 

membiarkan permasalahan-permasalah muncul dari data dan dibiarkan terbuka 

untuk interprestasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, 

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.  

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 

memberikan gambaran tentang peroses pelaksanaan Inovasi Kupas Tas Dalam 

Pelayanan Disabilitas Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh 



 
   

       

 

melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari 

kebijakan tersebut.  

C. Sumber Data  

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka 

catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.  

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung 

darisumber pertamanya.  Dengan kata lain, data perimer adalah data yang 

akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasili interview kepada 

responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai 

penunjang dari data pertama. Dapat dikatan bahwa data yang diperoleh 

dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang 

berkaita dengan objek penelitian yakni Pelaksanaan Inovasi Kupat Tas 

Dalam Pelayanan Disabilitas Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kota Makassar.  

D. Informan Penelitian  

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik Purposive yang sejak 

awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian. Adapun 

jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang.  

 

 



 
   

       

 

NO NAMA INISIAL JABATAN/INSTANSI KETERANGAN 

1 Erwin Abbas  EA Kepala Bidang Data dan 

Inovasi  

1 orang 

2 Anriany 

Saleng,S.IP. M.Si 

AS Sekertaris Bidang 

Inovasi  

1 orang 

3  Nyambang Deng 

Rate  

NR Masyarakat Penyandang 

Disabilitas (Buta) 

1 orang 

4 Dg. Nangka  DN Masyarakat Penyandang 

Disabilitas (Bisu) 

1 orang 

Tabel 3.1. Jumlah Informan 

 

E. TeknikPengumpulan Data  

1. Wawancara  

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada 

informan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan inovasi kupas tas 

dalam pelayanan disabilitas di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil 

kota Makassar.  

2. Observasi 

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek 

penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didadap dilokasi 

penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti. 

 

 

 



 
   

       

 

3. Dokumentasi  

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian.  

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yag 

diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diporoleh data yang dianggap kredibel.  

G. Keabsahan Data  

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itusetiap  

peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas yang diperoleh. Pengembangan validitas yang 

digunakan peneliti adalah teknik triangulasi.Triangulangi dalam menguji 

kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi 

dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber  

2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda  



 
   

       

 

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, 

pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti 

peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan 

sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

dan menentukan waktu yang berbeda (tempat) 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Obyek Penelitian  

1. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar  

a. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar  

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dan Peraturan Daerah No 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan 

susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan 

kebijakan di bidang kependudukan yang berlaku. Dimana dalam melaksanakan 

tugasnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dengan dengan 

pihak terkait, yang meliputi 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota 

Makassar.Dengan jumlah pegawai sebanyak 140 orang, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar terus berusaha meningkatkan kualitas mewujudkan 

kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil, yaitu “Kepuasan Masyarakat Adalah Kebanggaan Kami”.  

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 

berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar No. 9 Tahun 2009 tentang 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 

bahwa penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan merupakan 

kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil. Berdasarkan kewenangan 



 
   

       

 

tersebut dapat diberikan gambaran umum pelayanan yang diberikan dinas 

kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : 

1. Pencatatan biodata kependudukan, dapat dilakukan secara aktif oleh 

penduduk atas setiap peristiwa yang dialami baik peristiwa 

kependudukan maupun peristiwa yang penting, atau sebaiknya 

pemerintah kota melalui Dinas dapat pula melakukan secara aktif.  

2. Penertiban pencatatan dokumen kependudukan meliputi:  

a. Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Penertiban Kartu Keluarga  

c. Penertiban Surat Pindah  

3. Penertiban dokumen pencatatan sipil meliputi : 

a. Akta kelahiran 

b. Akta kematian 

c. Akta perkawinan 

d. Akta perceraian  

4. Perubahan akta pencatatan sipil meliputi : 

a. Pengangkatan anak 

b. Pengesahan anak 

c. Perubahan nama  

Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 telah di sahkan oleh 

DPR RI pada tgl 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar 

dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-



 
   

       

 

Undang dimaksud adalah untu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan 

keunggulan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta keunggulan dokumen 

kependudukan. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, maka Visi dan misi  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

adalah sebagai berikut : 

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar : 

“Makassar menuju tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil tahun 2019” 

Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar : 

1. Menyelengarakan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

secara terintegritas melalui SIAK  

2. Meningkatkan pengelolaan database kependudukan secara berkelnajutan  

3. Meningkatkan professional secara berkelanjutan  

4. Menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana SIAK secara 

berkelanjutan 

5. Meningkatkan intensitas kajian kebijakan dan pengendalian administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil  

6. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi 

terkait dengan pelaksanaan tugas  

7. Masyarakat tertib, data penduduk akurat.  

 



 
   

       

 

b. Kebijakan Dan Strategi  

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprehensif 

tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan 

efesien.Dengan pendekatan yang konprehensif, strategi juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja 

terurtama di sektor pelayanan public. 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi 

dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka 

waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat menjawab 

sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi 

pencapaian target sasaran.  

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain 

sebagai berikut : 

1. Faktor internal  

a. Faktor kekuatan (streghts) 

b. Struktur organisasi dan tugas fungsi (kewenangan) yang jelas  

c. Ketersedian anggaran untuk urusan kependudukan dari APBD  

d. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk diterapkannya pelayanan 

prima  

e. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai  



 
   

       

 

2. Faktor eksternal  

a. Faktor peluang (opportunities)  

1) Adanya dukungan anggaran dari SBG Dana Alokasi khusus (DAK) 

2) Adanya regulasi untuk pengurusan Adm kependudukan : tidak 

dipungut biaya/gratis dan peran birokrasi dari stelsen pasif menjadi 

stelsen Aktif 

3) Adanya perkembangan tekhnologi IT.  

b. Faktor ancaman(tantangan/threats) 

1) Masih kurangnya aksebilitas terhadap pelayanan administrasi 

kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh 

2) Rendahnya kesafaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya 

Administrasi Kependudukan  

3) Masi teresentralisasinya penyedian material blangko KTP-el di pusat.  

 Perencanaan strategis disamping mengendalikan aktivitas pembangunan, 

harus pula melingkupi program-program yang mendukung dan menjamin layanan 

masyarakat dapat dilakukan secara baik dan terarah, yang diantaranya adalah 

upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas pemerintah. 

 Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan untuk 

mengarahkan rumusan penajaman strategi yang dipilih agar terarah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu selama lima tahun. Rumusan arah 

kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki focus dan sesuai dengan 

pengaturan pelaksanaan dari tahun ke tahun.  



 
   

       

 

 Strategi Resentra revisi 2014-2019 dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

adalah : 

1.Peningkatan koordinasi ke adminduk terkait pengadaan blanko E-KTP  

2.Pengadaan saranan dan prasarana  

3.Mengadakan pelayanan langsung ke akta kelahiran  

4.Peningkatan kapasitas petugas pelayanan pencatatan sipil  

5.Peningkatan kapasitas petugas/operator data dan informasi 

6.Melakukan inovasi  

7.Melaksanakan sosialisasi penyampaian informasi kependudukan 

8.Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan lembaga penfaat data 

9.Mengadakan pelatihan dan bimtek bagi aparatur 

Sedangkan arah kebijakan yang dilakukan adalah : 

1.Meningkatkan koordinasi ke adminduk terkait pengadaan blanko e-ktp 

2.Mengadakan sarana dan prasarana  

3.Meningkatkan kegiatan pelayanan langsung akte kelahiran  

4.Meningkatkan kapasitas petugas akta kelahiran  

5.Meningkatkan kapasitas petugas/operator data dan informasi  

6.Mengadakan inovasi pelayanan  

7.Mengadakan sarana sosialisasi (spanduk, media) 

8.Mengadakan hubungan dan kordinasi dengan lembaga penamfaat data  

9.Meningkatkan pelatihan dan bimtek aparatur.  

 

 



 
   

       

 

c. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2019 
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1. Kepala Dinas  

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijaksanaan, penyiapan koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan dan 

pengendalian tugas kantor sesuai dengan kebijaksanaan walikota berdasarkan 

peraturan perundang-undang yang berlaku.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas 

menyelengarakan fungsi : 

a.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi 

dokumen Kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga 

Negara Asing (WNA) 

b.  Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengololaan 

dan pelayanan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, 

perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.  

c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dibidang penyiapan 

dan pemeliharan dokumen dan pelaksanaan register akta catatan sipil ke 

Pengadilan Negeri.  

d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan 

pengololaan informasi dan kependudukan dan catatan sipil serta memberi 

laporan dan penyuluhan 

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  

 

 



 
   

       

 

2. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 

seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, secretariat 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengelolaan sekretariatan  

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas  

c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan rencana SKPD  

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan  

e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga  

f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil  

g. Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian  

Subbagaian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 

kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi 

kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, subbagian Umum 

dan Kepegawaian menyelengarakan fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian Umum 

dan Kepegawaian  



 
   

       

 

b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagaian urusan ketatausahan meliputi : 

surat meyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat 

sesuai bidang.  

c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas 

d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pension 

e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar 

f. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang 

kepegawaian dalam lingkup dinas.  

4. Subbagian Keuangan  

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 

melaksanakan tugas teknis keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Subbagian 

Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan 

b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 

PerangkatDaerah 

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana 

KerjaAnggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 

darimasing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan 

konsultasiperencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas 

d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasiperbendaharaan 

dinas 



 
   

       

 

e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas 

KinerjaInstansi dari masing-masing satuan kerja 

5. Subbagian Perlengkapan  

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 

kerja,melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan 

sertamengevaluasi semua pengadaan barang. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Subbagian 

Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan 

b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

c. Meminta usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari 

semuabidang dalam Lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB) 

e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) 

6. Bidang Administrasi Kependudukan 

Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

melaksanakanpembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 

WargaNegara Indonesia dan Warga Negara Asing. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Administrasi 

Kependudukan menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

bidangpelayanan administrasi kependudukan 



 
   

       

 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 

programpendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan 

c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 

pendaftaran penduduk dan penerbitan administrasi dokumen 

kependudukan 

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan teknis pendaftaran 

danpenerbitan administrasi serta mutasi penduduk 

7. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk  

Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugasmenyusun 

rencana, melakukan pembinaan dan peningkatan teknis pelayananadministrasi 

pendaftaran penduduk. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi 

Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi 

Pendaftaran Penduduk 

b. Melakukan teknis administrasi pendaftaran penduduk dan 

pendistribusiancformulir pendaftaran penduduk yang terintegrasi dengan 

pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi administrasi 

kependudukan (SIAK) bagi WNI dan WNA yang diterima dari Subbagian 

Perlengkapan 

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 

d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 

 



 
   

       

 

8. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk 

Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk mempunyai tugas menyusun 

rencana dan melakukan pembinaan serta peningkatan teknis pelayanan Mutasi 

Data dan Pelaporan Penduduk. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Mutasi dan 

Pelaporan Penduduk menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Mutasi Pendudu 

b. Melakukan penerbitan dokumen penduduk pindah datang dan pindah 

keluar WNI dan WNA  

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data mutasi 

penduduk di Kecamatan dan Kelurahan setiap bulannya untuk 

disampaikan kepada Seksi Informasi Data 

d. Melakukan tugas teknis lainnya pada kegiatan operasional mutasi 

penduduk 

9. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk 

Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk mempunyai tugas menyusun 

rencana melakukan Pembinaan dan peningkatan teknis pelayanan Penerbitan 

Dokumen Penduduk. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penerbitan 

Dokumen Penduduk menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penerbitan Dokumen 

Penduduk 



 
   

       

 

b. Melakukan tugas teknis penerbitan dokumen penduduk dan 

pendistribusian blangko dokumen penduduk yang terintegrasi dengan 

pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) bagi WNI dan WNA yang diterima dari Subbagian 

Perlengkapan 

c. Melakukan kegiatan supervisi evaluasi kinerja pelayanan pendaftaran 

penduduk di Kecamatan dan Kelurahan 

d. Melakukan pengawasan dan penertiban kepemilikan identitas 

kependudukan 

10. Bidang Akta Kelahiran, Kematian Dan Pengangkatan Anak 

Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan danpenerbitan akta 

kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akta 

Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

bidangpelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, Akta Kematian 

danPengangkatan Anak 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 

programpencatatan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan 

anakmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 

teknispenelitian berkas terhadap permohonan pencatatan dan 



 
   

       

 

penerbitankutipan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan 

anak 

d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

11. Seksi Kelahiran Umum 

Seksi Kelahiran Umum mempunyai tugas menyusun rencana,melakukan 

Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Umum. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelahiran Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran Umum 

b. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan 

danpenerbitan Akta Kelahiran Umum WNI dan WNA 

c. Melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran 

UmumWNI dan WNA 

d. Melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan 

bukuregister Akta Kelahiran Umum untuk disampaikan kepada 

seksipenyimpanan dan perubahan 

12. Seksi Kelahiran Terlambat 

Seksi Kelahiran Terlambat mempunyai tugas menyusun rencana, 

melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelahiran 

Terlambat menyelenggarakan fungsi : 

 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran Terlambat 



 
   

       

 

b. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan 

danpenerbitan Akta Kelahiran Terlambat WNI dan WNA 

c. Melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta 

KelahiranTerlambat WNI dan WNA 

d. Melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip pendukung dan 

bukuregister Akta Kelahiran Terlambat untuk disampaikan kepada 

SeksiPenyimpanan dan Perubahan 

13. Seksi Kematian Dan Pengangkatan Anak 

Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai tugasmenyusun 

rencana, melakukan Pencatatan Penerbitan Akta Kematian danPengangkatan 

Anak. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kematian dan 

Pengangkatan Anak menyelenggarakan fungsi  

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kematian 

danPengangkatan Anak 

b. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan 

danpenerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak WNI dan WNI 

c. Melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan penerbitan 

AktaKematian dan Pengangkatan Anak WNI dan WNA 

d. Melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip pendukung dan 

bukuregister Akta Kematian dan Pengangkatan Anak untuk 

disampaikankepada seksi penyimpanan dan perubahan 

 



 
   

       

 

14. Bidang Data Dan Informasi 

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang 

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan datadan informasi 

data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan 

Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

bidangdata dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 

programpelayanan data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian 

teknisanalisis data kependudukan dan pencatatan sipil 

d. Melaksanakan pengelolaan dalam penyusunan laporan 

informasikependudukan dan pencatatan sipil, serta pemuktahiran data 

pendudukdengan menggunakan (SIAK) 

15. Seksi Penyimpanan dan Perubahan 

Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas menyusunrencana, 

melakukan penyimpanan dokumen kependudukan dan dokumencatatan sipil. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyimpanan dan 

Perubahan menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyimpanan 

danPerubahan 



 
   

       

 

b. Melakukan penyimpanan, penataan dan pemeliharaan buku register 

akta,dokumen sistem pendaftaran penduduk 

c. Melayani masyarakat yang memerlukan perubahan data kependudukandan 

perubahan Akta Catatan Sipil WNI dan WNA serta penerbitan 

AktaKutipan II 

d. Melakukan koordinasi dan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang 

tugas 

16. Seksi Penyuluhan 

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan 

penyuluhan penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan 

b. Menelaah Peraturan Perundang-undangan dalam bidang Kependudukan 

c. Melakukan penyuluhan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

danCatatan Sipil 

d. Melakukan kegiatan pameran penyelengaraan pendaftaran penduduk 

danpencatatan sipil 

17. Seksi Informasi Data 

Seksi Informasi Data mempunyai tugas menyusun rencana danmelakukan 

pengelolaan serta pemantauan kinerja database Kependudukandan Catatan Sipil. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi Data 

menyelenggarakan fungsi : 



 
   

       

 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Informasi Data 

b. Melakukan pengolahan database Kependudukan dan Catatan Sipil 

dalamkerangka Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) 

c. Melakukan pemutakhiran database kependudukan 

d. Melakukan pengelolaan data yang dapat diakses masyarakat 

B. Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Penyandang 

Disabilitas Melalui Program Kupas Tas di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar 

 

Penduduk di Kota Makassar, khusnya masyarakat penyandang disabilitas 

sangat kesulitan dalam mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, 

dalam hal ini pembuatan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan 

Kartu Anak Makassar. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan yang mereka 

miliki.Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai instansi 

yang memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan pembuatan kartu 

kependudukan bagi masyarakat penyandang disabilitas Khususnya dalam 

pengurusan berkas-berkas kependudukan, membuat sebuah inovasi untuk 

memudahkan masyarakat dalam pengurusan berkas kependudukan.Untuk 

meninjau dan mengetahui lebih lanjut peran pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksana Inovasi Kupas Tas melakukan 

beberapa tahap-tahap diantaranya adalah (1)Tangible, (2)Reability, (3) 

Responsiviness, (4) Assurance, (5) Empathy. Hasil pengkajian terhadap ke lima 

hal tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 



 
   

       

 

1. Tangible (Bukti Fisik) 

Tangible (Bukti Fisik) sangat penting dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat penyandang disabilitas.Dengan adanya bukti fisik (Tangible) 

masyarakat juga dapat merasakan kepuasan yang diberikan oleh pemberi 

pelayanan. Bukti fisik yang dimaksudkan adalah bagaimana pemberi pelayanan 

mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini 

masyarakat Penyandang Disabilitas.Indikator dalam dimensi ini adalah berupa 

eksistensi dalam pelayanan publik, sarana dan prasarana, lokasi yang 

strategis,kenyamanan ruangan, kecukupuan petugas, dan kebersihan. 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Inovasi Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Makassar, terkait dengan kemampuan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan esksistensinya dalam pelayanan 

penyandang disabilitas melalui program Kupas Tas adalah sebagai berikut : 

“Kemampuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelaksanaan Inovasi Kupas Tas bagi 

masyarakat penyandang disabilitas adalah dengan selalu berusaha untuk 

meningkatkan peroses pelayanan, mementingkan apa yang menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat, memberikan yang terbaik kepada 

masyarakat, ketepatan waktu dalam pengurusan, mengharuskan pegawai 

untuk bertindak tepat dan cepat dalam mengetahui atau menganalisa 

permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga tidak terjadi 

kekeliruan.” (wawancara dengan EA, 25 April 2019) 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekertaris Bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan kemampuan Dinas Keopendudukan dan Catatan 

Sipil,menunjukkan esksistensinya dalam pelayanan penyandang disabilitas 

melalui program Kupas Tas adalah sebagai berikut :  

“Eksistensi dalam pelayanan publik sangat penting.Itu karena dalam 

pelayanan publikkami harus memberikan sesuatu yang baru kepada 



 
   

       

 

masyarakat sehingga masyarakat yang merasakan pelayanan yang kami 

sediakan dapat merasa puas. Salah satu contohnya adalah inovasi Kupas 

Tas. Inovasi Kupas Tas ini kami rancang untuk memberikan kemudahan 

kepada masyarakat, kususnya masyarakat penyandang disabilitas untuk 

dengan mudah melakukan pengurusan berkas kependudukan dan catatan 

sipil sehingga tidak ditemukan lagi masyarakat penyandang disabilitas 

yang belum melakukan pengurusan berkas kependudukan dan catatan 

sipil. (wawancara dengan AS 15 april 2019)”. 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam menunjukkan 

eksistensinya dalam pelayanan penyandang disabilitas melalui program Kupas 

Tasberjalana dengan baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu berusaha 

untuk bagaimana masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai yang 

diinginkannya, selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga selalu 

berusaha untuk menciptakan hal-hal yang baru sehingga masyarakat dapat 

menikmati dengan mudah pelayanan yang diberikan. 

a. Penyedian Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal pokok yang menunjang 

dalam peroses pelaksanaan Programa Kupas Tas bagi masyarakat penyandang 

disabilitas. Kemampuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyedian 

sarana dan prasarana untuuk pelaksanaan program Kupas Tas bagi masyarakat 

penyandang Disabilitas adalah dengan memberikan sarana dan prasarana sesuai 

dengan prosedur dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang 

dikatakan oleh Sekertaris Bidang Inovasi dalam wawancaranya terkait dengan 

saranadan prasarana dalam pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas adalah sebagai berikut  



 
   

       

 

“Penyedian  sarana dan prasarana dalam pelakasanaan Inovasi kupas Tas 

kepada masyarakat penyandang disabilitas, kami memberikan sarana dan 

prasarana yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan selama 

peroses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat penyandang disablitas 

berlangsung. Sarana dan prasana yang kami maksudkan adalah alat-alat 

yang kami gunakan selama peroses pelakasanaan (Komputer, Printer dan 

lain-lan) tempat yang dipergunakan untuk melakukan pengurusan berkas, 

dan sumber daya manusia. (wawancara dengan AS, 15 April 2019)”  

 

 Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Inovasi 

dalam wawancaranya terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan Kupas 

Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas adalah sebagai berikut : 

“Sarana dan prasarana sangat penting dalam peroses pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas Karena suatu 

pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan.Dalam peroses pelaksanaan Inovasi Kupas 

Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas, sarana dan prasasana 

merupakan salah satu hal yang paling menunjang. Sarana dan prasana 

yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.. 

(wawancara dengan EA, 25 April 2019) 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar mampu memberikan dan menyediakan pelayanan 

yang baik dari segi ketersedian sarana dan prasarana kepada Masyarakat 

penyandang disabilitas.Ini dapat dibuktikan dengan bagaimana Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berupaya untuk memberikan apa 

yang menjadi kebutuhanmasyarakat bagi peroses berlangsungnya pelayanan yang 

baik kepada masyarakat.  

Pemenuhuan sarana dan prasarana bagi pelayanan penyandang disabilitas 

melalui program Kupas Tas sangat penting. Karena jika sarana dan prasarana 

yang dipergunakan dalam perlayanan tidak terpenuhi atau tidak layak untuk 

dipergunakan, maka peroses pelaksanaan pelayananan kepada masyarakat 

penyandang disabilitas tidak akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan 



 
   

       

 

wawancara yang dilakuakan dengan Sekertaris Bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana bagi 

pelayanan penyandang disabilitas, sebagai berikut : 

“Penyedian sarana dan prasarana dalam pelakasanaan Kupas Tas bagi 

masyarakat penyandang disabilitas sangat penting. Suatu keberhasilan 

pelayanan publikberasal dari ketersedian sarana dan prasarana yang 

dipergunakan.Saranadan perasanan yang dimaksudakan adalah apa-apa 

saja yang menjadi kebutuhan selama peroses pelayanan berlangsung, 

misalnya saja ketersedian tenaga dalam hal ini pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipilserta alat dan bahan yang ingin 

dipergunakan” (wawancara dengan AS 15 April 2019)”. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana bagi 

pelayanan penyandang disabilitas 

“Program Kupas Tas merupakan program pemberian pelayanan kepada 

masyarakat yang di fokuskan kepada masyarakat penyandang disabilitas 

untuk melakukan pengurusan berkas kependudukan dan Catatan Sipil. 

Dalam suatu peroses pelayanan, pasti membutuhkan sarana dan 

prasarana.(wawancara dengan EA, 25 april 2019)”  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sarana 

dan prasarana dalam pelayanan penyandang disabalitas khusunya melalui program 

Kupas Tas sangat penting. Hal tersebut karena dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang suatu 

keberhasilan dari pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas.  

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penyandang disabilitas 

melalui program Kupas Tas, dapat tercapai ada karakteristik pelayanan yang 

diberikan. Karakteristik tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan peroses 

pelayanan yang diberikan.Sesuai dengan yang diungkapkan oleh 



 
   

       

 

kepalaBidangInovasidalam wawancaranya terkait dengan karakteristik 

pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kupas tasbagi masyarakat penyandang 

disabilitas. 

“Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksaan Inovasi Kupas Tas 

kepada masyarakat penyandang disabilitas, kami bekerja sama dengan 

berbagai Stakholder yang ikut bekerjasama dalam peroses 

berlangsungnya pelayanan tersebut.Setiap pemangku kepentingan 

(stakeholder) mempunyai tugas masing-masing dalam peroses pelayanan. 

Untuk mencapai karakteristik pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat, 

kami berusaha dengan adanya Kupas Tas ini, tidak ada lagi masyarakat 

yang belum memiliki KTP-El, perubahan Kartu Keluarga, Kartu Anak 

Makassar, dan lain-lain (wawancara dengan EA, 25 April 2019)”  

 

Hal yang sama diungkapkan oleh sekertaris bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan karakteristik pemenuhan sarana dan prasarana 

pelayanan kupas tas bagi masyarakat penyandang disabilitas sebagai berikut : 

“Karakteristik pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penyandang 

disabilitas melalui program kupas tas, diantaranya adalah ketersedian 

tenpat yang layak kepada masyarakatalat-alat yang dipergunakan dalam 

peroses pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

ketersedian ruang tunggu/ruang istrahat. Itu semua menjadi hal pokok 

yang kami persiapkan sebelum kami melakukan Pelayanan  Kupas Tas 

kepada masyarakat penyandang disabilitas. Karena tujuan kami adalah 

memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan sesuai dengan apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri (wawancara 

dengan AS, 15 April 2019)” 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karaktersistik dari 

pemenuhan saranan dan prasarana pelayanan kepada masyarakat penyandang 

disabilitas melalui Kupas Tas adalah ketersedian tenpat yang nyaman, aman, dan 

ketersedian alat dan bahan yang dipergunakan. Dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil Kota Makassarsebelum melakukan Program Kupas Tas kepada 

masyarakat penyandang disabilitas mempersiapan hal-hal yang menjadi 



 
   

       

 

kebutuhan selama peroses pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

juga merasa puas dengan apa yang diberikan.  

b. Penyedian Fasilitas Fisik  

Dalam peroses pelaksanaan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat 

penyandang disabilitas, fasilitas fisik yang disediakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Makassar kepada masyarakat penyandang disabilitas 

adalah dengan mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan selama 

peroses pelaksanakan Inovasi Kupas Tas dilakukan di masyarakat. Seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Bidang Inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar dalam wawancaranya terkait dengan fasilitas fisik dalam 

pemenuhan sarana dan perasarana pelayanan Kupas Tas, sebagai berikut : 

“Peroses  pelaksanaan inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti server, 

computer, printer, dan Al glasses yang dipergunakan bagi penderita buta, 

dan Heraing Aid dan bantu dengar bagi orang tuli. Selain itu, juga 

dipersiapan tenpat pelayanan yang dapat menunjang peroses pelaksanaan 

inovasi kupas tas tersebut. Tenpat yang kami gunakan adalah dikantor 

Kelurahan atau di kantor kecamatan. (wawancara dengan EA, 25 April 

2019)  

 

 Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sekretaris bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar terkait dengan fasilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan 

perasarana pelayanan Kupas Tas, sebagai berikut : 

“Pelaksanaan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, dilakukan di kantor kelurahan atau dikantor kecamatan. 

Peralatan yang kami persiapkan terdiri dari computer, server, printer, 

gedung tenpat pelayanan, kursi, tenda, dan alat-alat lainnya yang 

dibutuhkan selama peruses pelakasanaan pelayanan berlangsung. 

(wawancara dengan AS 15 april 2019)”  



 
   

       

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam peroses 

pelaksanaan Inovasi Kupas Tas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

mempersiapakan fasilitas yang dipergunakan selama peroses pelaksanaan 

pelayanan. Dalam pelaksanaannya, Dinaas Dukcapil memberikan fasilitas yang 

sesuai dengan apa yang diperlukan dalam pelayanan, seperti computer, server, 

printer, gedung, serta alat bantu pendengaran dan penglihatan bagi masyarakat 

penyandang disabilitas.  

2. Reability (Kehandalan) 

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu 

diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat yang menuntut aparatur 

untuk cekatan dalam bekerja. Keadalan merupakan kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti 

ketetapan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian 

pelayanan.Keandalan disini merupakan sejauh mana para aparatur dapat secara 

cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kehandalan dan 

profesionalisme dalam memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan 

memuasakan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri 

pelanggang/masyarakat.kemampuan memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat menjadi suatu acuan pokok dan menjadi hal yang sangat penting 

dalam peroses pelayanan. 

a. Prosedur Pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas  



 
   

       

 

Dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Makassar tentang prosedur pelaksanaan Pelayanan Inovasi Kupas Tas 

bagi masyarakat penyandang disabilitas, Sesuai dengan apa diungkapkan oleh 

Sekretaris Bidang Inovasi dalam wawancaranya terkait dengan perosedur 

pelaksanaan pelayanan Kupas Tas kepada penyandang disabilitas adalah sebagai 

berikut : 

“Program inovasi Kupas Tas ini mulai anggarkan dan dilaksanakan mulai 

pada tahun 2015 hingga tahun 2019 sesuai dengan perencanaan dalam 

RENSTRA(Rencana Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Makassar. Pelaksanaan pelayanan langsung dijalankan dengan 

mekanisme menjadwalkan program tersebut ke kelurahandan  

kecamatan. Dan dilaksanakan ditiap-tiap lokasi selama dua hari, mulai 

pukul 08 pagi hingga 16.00 sore hari, dan dilaksanakan pada hari sabtu 

dan minggu. Dalam peroses pelaksanaanya, kami dari tim Dinas 

Kependudukan yang berjumlah sebanyak tiga puluh orang datang 

langsung ke tenpat-tenpat masyarakat penyandang disabilitas. 

(wawancara dengan AS, 15 April 2019)” 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala Bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan perosedur pelaksanaan pelayanan Kupas Tas 

kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut: 

“Prosedur pelakasanaan program Kupas Tas kepada masyarakat 

penyandang disabilitas adalah dengan membentuk timyang anggotanya 

berasal dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

diketuai langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  

Dalam peroses pelakasanaannya, diberikan jadwal kapan tim pelaksana 

Kupas Tas turun ke daearah-daearah yang masyarakatnya masi banyak 

belum melakukan perekaman KTP-El, perubahan KK, pembuatan Kartu 

Anak Makassar, Akat kelahiran. (wawancara dengan EA, 20 April 

2019)” 

 

Dari wawancara diatas terkait dengan prosedur pelayanan Kupas Tas, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya dilakukan di tempat-tempat 



 
   

       

 

masyarakat, dimana tim dari Dinas Catatan Sipil Kota Makassar yang datang 

langsung kepada masyarakat.  

 

 

Gambar 2. Lampiran rencana kerja aksi Inovasi Kupas Tas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Laporan kegiatan Inovasi Kupas Tas Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Makassar (2016-2017) 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Inovasi Kupas Tas 

kepada masyarakat penyandang disabilitas, pada tahun 2016 target 

pelaksanaannya adalah ruma sakit jiwa, warga disabilitas/cacat, panti asuhan, dan 

keluarga penderita kusta. Pada tahun 2017  pelaksanaan Inovasi Kupas Tas selain 

pengurusan berkas kependudukan juga melakukan pencatatan akta kematian, 

dengan target warga disabilitas/cacat, panti asuhan, warga penderita kusta, dan 15 

kecamatan di Kota Makassar.  

TAHUN 

2016 

 

Pelayanan Kupas Tas 

Target : 

1.Rumah sakit Jiwa  

2.Warga disabilitas/cacata 

3. Panti asuhan  

4.Keluarga penderitaa kusta  

TAHUN 

2017 

Playanan Kupas Tas Plus 

pncatatan akta kematian  

Target : 

1. Warga disabilitas/cacat 

2.Panti asuhan  

3.Warga penderita kusta 

4.15 kecamatan di kota 

Makassar 



 
   

       

 

Dalam pelaksanaan Inovasi Kupas Tas, Ada berbagai hal-hal yang harus 

diperhatikan sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, diantaranya adalah bagaimana mengarahkan penyandang disabilitas 

untuk memahami perosedur dan mekanisme pelayanan Kupas Tas sehingga dalam 

peroses pelaksanaannya, tidak ditemukan hambatan.Sesuai dengan dikatakan  

kepalaBidang Inovasi dalam wawancaranya terkait bagaimana mengarahkan 

penyandaang disabilitas memahami prosedur pelayanan Kupas Tas, sebagai 

berikut : 

“Pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas, 

sebelumnya dilakukan sosialiasasi kepada masyarakat melalui lurah-

lurah. Masyarakat dikumpulkan di rumah-rumah warga atau dimesjid, 

kemudian Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya 

dokumen kependudukan, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum 

melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil., 

sehingga pada saat pelaksanaan Pelayanan Kupas Tas, tidak adalagi 

masyarakat yang belum mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi 

persyaratan dalam pengurusan berkas kependudukan. (wawancara 

dengan EA, 20 April 2019)” 

 

Hasil yang sama juga diungkapakan oleh masyarakat terkait dengan 

bagaimana mengarahkan penyandaang disabilitas memahami prosedur pelayanan 

Kupas Tas, sebagai berikut : 

“Kami dikumpulkan oleh pak Lurah di rumah-rumah warga dan di 

mesjid, kemudian kami diberikan sosialisasi tentang pelaksanaan Kupas 

Tas, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan 

pengurusan berkas kependudukan.  (wawancara dengan NR, 10 Mei 

2019)” 

 

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sebelum Tim dari Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil turun langsung kemasyarakat, pak Lurah 

lebih dulu memberikan sosialisasi mengenai perosedur pelaksnaan Kupas Tas 



 
   

       

 

kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami apa itu Kupas Tas, 

sehingga pada saat melakukan pengurusan berkas tidak ditemukan hambatan.  

Dalam memberikan pemahaman mengenai setiap bentuk pelayanan Kupas 

Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas, Dinas Catatan Sipil Kota 

Makassar menjelaskan perosedur dan langkah-langkah dalam peroses 

pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekertaris Bidang Inovasi 

terkait dengan pemberian pemahaman tentang bentuk pelayanan Kupas Tas 

kepada penyandang disabilitas  

“Diberikan sosialisasi dari kelurahan mengenai peroses pelaksanaan 

Inovasi Kupas Tas dari sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan 

penjelasan mengenai bentuk pelayanan Kupas Tas, bagaimana peroses 

pelaksanaannya, apa manfaatnya sehingga masyarakat juga mengerti dan 

mengetahui bagaimana pelaksanaan Kupas Tas tersebut. (Wawancara 

dengan AS, Tgl 15 April 2019)” 

 

Dari wawancarara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian 

pemahaman mengenai bentuk pelayanan Kupas Tas kepada penyandang 

disabilitasdilakukan sosialiasai melalui Lurah. Dalam sosialisasi tersebut 

dijelaskan bagaimana perosedur pelaksanaan Kupas Tas, bagaimana peroses 

pelaksanannyan, dan apa manfaat dari adanya Kupas Tas tersebut.  

Dalam memberikan pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas sama dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya 

yang datang langsung kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Catatan 

sipil. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada sekertais Bidang Inovasi 

terkait dengan perbedaan pemberian pelayanan Penyandang disabilitas dan 

masyarakat pada umumnya sebagai berikut : 



 
   

       

 

“Pemberian pelayanan masyarakat penyandang disabilitas dan 

masyarakat normal sama, yang membedakan hanyalah dari segi 

kemudahan saja, dimana kita ketahui bahwa masyarakat penyandang 

disbilitas memiliki keterbatasan. Masyarakat penyandang disabilitas 

diberikan kemudahan dengan carah kami yang datang langsung untuk 

melakukan pengurusan berkas kependudukan pencatatan sipil tetapi tidak 

berarti bahwa masyarakat Normal atau tidak memiliki kendala tidak 

mendapatkan perlakukan yang baik, kami memberikan pelayanan yang 

sama tidak membeda-bedakan dari segi fisik, agama, ras, suku, dan tahta. 

Dalam hal ini pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil tidak ada yang dibeda-bedakan, hanya saja masyarakat penyandang 

disabilitas diberikan kemudahan”. (wawancara dengan AS, tanggal 15 

April 2019)” 

 

Hal yang sama di ungkapakan oleh masyarakat dalam wawancaranya 

terkait dengan perbedaan pemberian pelayanan Penyandang disabilitas dan 

masyarakat Normal sebagai berikut : 

“Saya mendapatkan pelayanan yang baik, saya diperlakukan dengan 

baik, saya diberikan kemudahan untuk melakukan pengurusan berkas 

kependudukan karena pegawai dinas Kependudukan yang datang datang 

langsung kekantor Camat. Tidak ada perbedaan dalam pelayanan, karena 

kami sama-sama mendapatkan pelayanan.(wawancara dengan DN, 10 

Mei 2019) 

 

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian 

pelayanan penyandang disabilitas melalui program Kupas Tas, sama dengan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat umumnya yang datang langsung ke 

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang membedakan hanyalah Tim 

dari Dinas Kependudukan yang datang langsung ke masyarakat untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas berbeda 

dengan masyarakat umum lainnya yang datang kekantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil untuk melakukan pengurusan berkas kependudukan. 

b. Ketetapan Waktu 



 
   

       

 

Dalam peroseses pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, waktu penyelesaian berkas kependudukan menjadi salah satu hal yang 

sangat penting. Hal tersebut agar keperayaan masyarakat terkait dengan pelayanan 

yang diberikan tidak buruk di mata masyarakat.sehingga ketetapan waktu menjadi 

salah satu hal penting dalam peroses pelayanan. Hal tersebut diungkapkan oleh 

sekertaris bidang Inovasi dalam wawancaranya terkait dengan ketetatapan waktu 

pelayanan Kupas Tas,sebagai berikut : 

“Peroses pelayanan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari pelayanan.Dalam 

peroses pencetakan KTP-El, Kartu Aanak Makassar, Akta Kelahiran, 

memerlukan waktu selama 1 minggu untuk peroses pencetakan.Kecuali 

perubahan Kartu Keluarga hanya sehari dan saat itu juga selesai. 

(wawancara dengan AS, 29 April 2019) 

 

Hal yang sama juga diungkapan oleh masyarakat penyandang disabilitas 

dalam wawncaranya terkait ketetatapan waktu pelayanan Kupas Tas sebagai 

berikut : 

“KTP-El saya itu jadi dalam waktu 1 minggu, kecuali perubahan KK saat 

itu juga selesai karena langsung dilakukan perubahan di tenpat itu juga. 

(wawancara dengan DR, 10 Mei 2019) 

 

 Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ketetapan waktu yang 

dalam peroses pelaksanaan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas 

tepat waktu dan cepat. Karena hanya memerlukan waktu 1 minggu untuk 

mencetak KTP-el dan berkas kependudukan lainnnya dengan jumlah yang 

banyak. 

3. Responsiveness (ketanggapan) 

Responsivenes pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena 

hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam 



 
   

       

 

menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Daya tangkap 

disini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam membantu masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan. Untuk mengetahui bagaimana Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam memberikan pelayanan 

Kupas Tas terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Sesuia dengan 

wawancara dengan kepala Bidang inovasi terkait dengan bagaimana capil 

memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan jelas adalah sebagai berikut : 

“Pemberian pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas, kami 

selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan perosedur pelayana 

dan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.pemberian 

pelayanan yang cepat, tepat dan jelas. Bentuk pelayanan yang 

dimaksudadalah pelayanan yang tepat waktu, kualitas pelayanan 

dengan akurasi pelayanan yang baik, pemberian kualitas pelayanan 

berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan, 

kualitas pelayanan yang berkaitan dengan lokasi, ruangan tenpat 

pelayanan, ketersedian informasi, dan petunjuk pelayanan 

lainnya,kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, 

dan alat komunikasi. (wawancara dengan EA, Tgl 20 April 2019) 

 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas 

dalam wawancaranyaterkait bagaimana capil memberikan pelayanan yang cepat, 

tepat dan jelas adalah sebagai berikut : 

“Pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan jelas.Dinas kependudukan 

dan Catatan sipil memberikan pelayanan yang sangat cepat, karena kami 

dapat melakukan pengurusan berkas dokumen kependudukan dengan 

sangat mudah tanpa harus menunggu terlalu lama. (wawancara dengan 

DR 10 Mei 2019) 

 

wawancara diatas,  dapat disimpulkan bahwa dalam peroses pemberian 

pelayanan  Dari secara cepat, tepat, dan jelas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 



 
   

       

 

memperhatikan kualiats pelayanan, akurasi pelayanan yang baik, dan kualiatas 

tenpat pemberian pelayanan.  

 Wawancara juga dilakukan kepada Sekertaris Bidang inovasi terkait 

dengan bagaimana daya tanggap masyarakat terkait dengan pelayanan KupasTas 

“Masyarakat menyadari bahwa berkas kependudukan merupakan suatu 

yang penting.Ktp-El adalah suatu berkas kependudukan yang wajib 

dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 

tahun. Dengan adanya dokumen kependudukan, dapat membantu 

masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat” 

(wawamcara dengan AS, 29 April 2019) 

 Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana 

daya tanggap masyarakat terkait dengan pelayanan Kupa Tas 

“Saya sebagai warga Negara Indonesia suda sepatutnya memiliki 

dokumen kependudukan, agar sebagai bukti bahwa saya adalah penduduk 

asli. Dengan adanya Kupas Tas, saya dapat dengan mudah untuk 

mendapatkan berkas kependudukan yang nantinya dapat dipergunakan 

untuk keperluan kependudukan, baik untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, bantuan dari pemerintah setempat dan lan-lain sebagainya. 

(wawancara dengan NR (10 Mei 2019) 

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tanggap 

mayarakat penyandang disabilitas mengenai Kupas Tas sangat baikitu terbukti 

karena masyarakat dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa sebenarnya 

tujuan dari adanya Kupas Tas, apa fungsi Kupas Tas, dan apa danpak positif 

Kupas Tas bagi masyarakat penyandang disabilitas.  

 Dalam pelaksanaan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas, 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar selain memberikan 

pelayanan berupaya pelayanan pengurusan berkas kependudukan, Tim dari dinas 

kependudukan dan catatan sipil juga memberikan penjelasan mengenai Tujuan 

dari adaya Kupas Tas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh 



 
   

       

 

Sekertaris Bidang Inovasi dalam wawancaranya terkait dengan bagaimana capil 

memberikan penjelasan kepada penyandang disabilitas mengenai Tujuan Kupas 

Tas itu sendiri  

“Pengurusan berkas Kependudukan dan Catatan sipil kepada masyarakat 

penyandang disabilitas, kami terlebih dahulu memberikan penjelasan 

atau sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai apa 

sebenarnya tujuan dari adanya Kupas Tas, apa tujuan kami datang 

langusung kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan pengurusan 

berkas kependudukan dan Catatan sipil kepada masyarakat, agar nantinya 

saat masyarakat telah mempunyai berkas kependudukan (KTP-el, KK, 

Kartu Anak Makssar, Akta Kelahiran) masyarakat penyandang disabilitas 

dapat mempergunakan dokumen tersebut untuk keperluannya. 

(wawancara dengan AS, 29 April 2019)” 

 Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Inovasi dalam 

wawancaranya terkait dalam membina dan mengarahkan masyarakat pemyandang 

disabilitas memberikan respon positif ataukah sebaliknya  

“Peroses pembinaan dan pengarahan mengenai Kupas Tas kepada 

masyarakat penyandang disabilitas, masyarakat memberikan respon yang 

sangat poitif. Karena tidak jarang banyak masyarakat yang datang untuk 

melakukan pengurusan berkas kependudukan dari situ dapat di tarik 

kesimpulan bahwa masyarakat antusiasnya dalam pengurusan berkas 

kependukan dan pencatatan sipil melalui program Kupas Tas sangat 

tinggi. (wawancara dengan EA, 25 April 2019) 

 

 Dari hasil wawancara diatas mengenai pemberian penjelasan kepada 

penyandang Disabilitas tentang tujuan Kupas Tas dan respon masyarakat terhadap 

pelayanan Kupas Tassangat baik, itu terlihat dimana masyarakat merespon dengan 

sangat baik tujuan Kupas Tas tersebut. Masyarakat  juga merasa sangat antusias 

dengan adanya program Kupas Tas tersebut.  

4. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pemberi pelayanan 

untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat.Setiap bentuk pelayanan 



 
   

       

 

memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan.Bentuk kepastian 

dari suatu pelayanan sangatlah ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang 

memberikan pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas 

dan yakin dengan segala bentuk urusan pelayanan yang diberikan. 

Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Makassar sebagai pelaksana 

Inovasi Kupas Tas melakukan tugasnya dengan memperhatikan jaminan dan 

kepastian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh 

kepala bidang Inovasi dalam wawancaranya terkait dengan bentuk jaminan 

Pelayanan Kupas Tas kepada penyandang Disabilitas sebagai berikut : 

“Jaminan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas 

adalah kami memastikan bahwa masyarakat penyandang disabilitas juga 

mendapatkan haknya untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti 

masyakat lain pada umumnya. Masyarakat penyandang disabilitas juga 

diberikan kemudahakan dalam mengurus berkas kependudukan sehingga 

dengan adanya dokumen kependudukan dan Catatan sipil ini, mereka 

dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, antara lain untuk 

mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas 

kesehatan, hak atas hukum dan pemerintahan, dan lain-lain tanpa 

terkecuali. Tidak ada boleh ada diskriminasi dalam pelayanan ini”. 

(wawancara dengan EA, 20 April 2019). 

 

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan sekretaris bidang inovasi 

dalam wawancaranya terkait dengan bentuk jaminan Pelayanan Kupas Tas kepada 

penyandang Disabilitas sebagai berikut : 

“Jaminan pelayanan Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas adalah dengan kami selaku pelaksana Inovasi Kupas Tas 

memastikan tidak ada lagi masyarakat penyandang disabilitas yang tidak 

memiliki kartu tanda penduduk, belum melakukan perubahan KK, belum 

mempunyai Akta Kelahiran, dan kartu Anak Makassar. Karena tujuan 

utama Inovai Kupas Tas adalah memastikan bahwa seluruh penduduk 

kota Makassar dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas telah 

mendapatkan haknya untuk memperoleh dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil. Dan untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan 

masyarakat dengan pelayanan Kupas Tas adalah dengan melihat 



 
   

       

 

bagaiamana tingkat antusias masyarakat yang datang untuk membuat 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Karna melihat selama 

peroses pelaksanaan Inovasi Kupas Tas berlangsung, tingkat antusias 

masyarakat sangatlah tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya 

masyarakat yang datang sehingga membuat para pegawai yang turun 

langsung kadang merasa kewalahan”.(wawancara dengan AS, 15 april 

2019) 

 

Dari hasil wawancara tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil kota Makassar dalam pelaksanaan inovasi Kupas Tas menjamin semua 

masyarakat dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas untuk memperoleh 

kesempatan yang sama  sebagai warga negara untuk melakukan kepengurusan 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk nantinya dipergunakan untuk 

mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara yang mempunyai hak 

mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, 

hak atas kesehatan, dan hak dalam hukum dan pemerintahan.  

Suatu pelayanan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat merasa puas 

dengan apa yang diberikan. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 

penyandang Disabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 

Progran Kupas Tas berupaya untuk bagaimana masyarakat merasa puas dengan 

apa yang diberikannya. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang inovasi 

terkait dengan bagaimana capil mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat terkat 

dengan pelayanan Kupas Tas 

“Mengukur seberapa kepuasan masyarakat dalam pelayanan, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalahProsedur 

pelayanan, yaitu a).kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat,b).Kejelasan petugas pelayanan,yaitu keberedaan dan 

kepastian petugas yang memberikan pelayanan 3).Kedisipilan petugas 

pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian tugas memberikan pelayanan, 

4).Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas pelayanan 

dan Tanggung jawab petugas pelayanan. Untuk mengetahui bagaimana 



 
   

       

 

tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang kami berikan, jika 

dilihat dari point-point diatas, kami telah melaksanakannya dengan baik. 

Tetapi itu semua kembali dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat 

sebagai penerima pelayanan. (wawancara dengan AS 29 April 2019).  

 

Hal senada juga di ungkapkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat 

terkait dengan pelayanan Kupas Tas adalah sebagai berikut: 

 

“Kami merasa puas dengan apa yang diberikan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil terkait dengan pelayanan pengurusan berkas 

kependudukan dan pencatatan sipil” (wawancara dengan DN,10 Mei 

2019) 

 

Dari wawancara diatas dapat di katakan bahwa masyarakat merasakan 

kepuasan dengan apa yang diberikan dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

melalui program Kupas Tas. 

5. Emphaty (perhatian) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada pra penerima pelayanan dengan memahami keinginan 

masyarakat. Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar sebagai 

pelaksana Inovasi Kupas Tas memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat.  

Seperti yang dikatakan oleh sekertaris bidang inovasi dalam 

wawancaranya terkait dengan bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

memberikan perhatian/kepedulian terhadap penyandang disabilitas dalam 

pelayanan Kupas Tas adalah sebagai berikut  

“Pelaksanaan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas,dari segi bentuk kepedulian dan keseriusan dalam peroses 



 
   

       

 

pelayanan, kami memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

mengurus berkas kependudukan dan pencatatan sipil.”.(wawancara 

dengan AS, tgl 29 april 2019).  

Hal serupa juga di ungkapkan oleh masyarakat dalam wawancaranya 

terkait dengan bagaimana capil memberikan perhatian/kepedulian terhadap 

penyandang disabilitas dalam pelayanan Kupas Tas 

“Dinas catatan sipil memberikan kemudahan kepada saya dalam 

mengurus berkas kependudukan dan catatan sipil. Itu terbukti dengan 

saya tidak harus datang ke kantor dinas kependudukan catatan sipil tetapi 

mereka yang datang langsung kepada masyarakat untuk melakukan 

pengurusan berkas. Selama peroses pelayanan berlangsung, saya juga 

diperlakukan sangat baik, kami diberikan pelayanan yang baik”. 

(wawancara dengan DR, tgl 10 mei 2019) 

 

Dari hasil wawancara diatas, Sikap empathy (perhatian) yang diberikan 

dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar sebagai pemberi pelayanan 

sangatlah baik. Itu terbukti dengan bagaimana tingkat keseriusan dinas catatan 

sipil kota Makassar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 

Inovasi Kupas Tas. Dengan adanya inovasi Kupas Tas, masyarakat merasa 

dipermudah dalam peroses pengurusan berkas kependudukan dan catatan sipil.  

C. Pembahasan 

1. Tangible (Bukti Fisik) 

Dimensi tangible (bukti fisik) merupakan peralatan yang dipergunakan 

dalam pelayanan, dan media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi ini suda 

dirasakan oleh masyarakat suda baik maka masyarakat akan merasakan kepuasan. 

Untuk mengukur dimensi ini, dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan melalui 

indikator sebagai berikut :  

a. Penampilan petugas 



 
   

       

 

Pada indikator ini penampilan petugas Dinas Dukcapi Kota Makassar 

berpenanpilan rapi. Tujuan utama berpenampilan rapi meskipun tidak 

dalam ruang lingkup kantor agar para pegawai Dinas Dukcapil tetap 

mempertahankan esksistensinya di depan masyarakat.  

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

Tenpat pelayanan yang diberikan Dinas Dukcapil tergolong nyaman karna 

dilakukan dikantor kecematan/kelurahan. Masyarakat diberikan pasilitas 

tenpat yang memadai, seperti kursi, tenda, dan peralatan lainnya yang 

dapat membuat masyarakat merasa nyaman selama peroses pelayanan 

berlangsung.  

c. Kemudahan dalam peroses pelayanan  

Untuk indikator kemudahan dalam pelayanan memang sudah terjadi dalam 

pelayanan yang suda mengetahui apa yang diperlukan bila mau meminta 

pelayanan. Tetapi untuk jenis-jenis pelayanan yang baru terkadang masi 

belum tau persyaratan yang diperlukan sehingga masyarakat harus bolak-

balik untuk mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk 

memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan, maka dilakukan 

sosialisi kepada masyarakat tentang berkas-berkas apa saja yang harus 

dipenuhi sebelum melakukan pembuatan berkas kependudukan. Berkas 

yang harus dipersiapkan antara lain adalah surat pengantar dari 

kelurahan/kecamatan untuk membuat KTP-El dan membawa KK lama jika 

ingin melakukan perubahan KK. 

d. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan  



 
   

       

 

Penggunaan alat bantu dalam pelayanan dalam pelaksanaan Inovasi Kupas 

Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas adalah mempersiapkan 

Komputer, Server, Printer dan alat Al glasses yang dipergunakan bagi 

penderita buta, dan alat Hearing Aid (alat bantu dengar) bagi orang tuli  

2. Reability (Kehandalan) 

Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat, 

akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian pelayanan. Hal ini penting mengingat 

masyarakat membuktikan pembuktian dari janji-janji pelayanan.  Untuk 

mengukur dimensi kehandalan, dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan 

publik adalah sebagai berikut : 

a. Kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan 

Dalam pelaksanaan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang 

disabilitas sebanyak 30 orang pegawai, setiap pegawai mempunyai tugas 

masing-masing dalam peroses pelakasanaan. Ada yang mencatat jumla 

masyarakat yang datang melakukan perekaman KTP-El, melakukan 

perubahan KK, dan lain-lain. Kecermatan petugas dalam melakukan 

pelayanan dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan, dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas  

Terkait standar pelayanan kepada masyarakat, setiap petugas harus mampu 

memberikan pelayanan kepada para masyarakat dengan sempurna. 

Pemberi pelayanan memberikan pelayanan yang sesuia dengan apa yang 

diharapkan oleh mayarakat, diantaranya adalah ketepaptan waktu dalm 

peroses pelaksanaan, dan kemudahan dalam memperoleh pelayanan.  



 
   

       

 

3. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Dimensi assurance (jaminan dan kepastian) merupakan pengetahuan dan 

kesopan santunan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan. Dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan dalam pelaksanaan 

Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat penyandang disabilitas adalah dengan  

Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan  

Untuk jaminan tepat waktu dalam pelayanan seperti pembuatan KTP-El 

biasanya memakan waktu selama 1 minggu, kecuali perubahan KK hanya 

dalam waktu 1 hari karena dilakukan perubahan di tenpat itu juga dan saat itu 

juga selesai. Selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan sipil memberikan 

jaminan kepada masyarakat penyandang disabilitas yang datang untuk 

melakukan pengurusan berkas kependudukan memperoleh hak yang sama 

untuk melakukan berkas kependuduakan. Jika ada masyarakat yang tidak 

datang maka dapat melakukan pengurusan di hari selanjutnya, atau dapat 

melaporkan ke Kelurahan/kecamatan untuk dilakukan pendataan ulang agar 

dibuatkan jadwal pengurusan berkas kependudukan. 

4. Responsiviness (Ketanggapan) 

Daya tanggap merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan serta mendengar dan mengatasi 

keluhan yang diajukan konsumen.  

Dinas Dukcapil dalam pelaksanaan Inovasi Kupas Tas kepada masyarakat 

penyandang disabilitas merespon masyarakat yang ingin melakukan pengurusan 

berkas kependudukan dan catatan sipil dengan cara memberikan sosialisasi 



 
   

       

 

kepada masyarakat terkait apa-apa saja yang harus dipersiapkan masyarakat 

sbeelum melakukan pengurusan berkas kependudukan. Sehingga pada saat 

pengurusan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan kelengkapan berkas 

yang harus dipersiapakan. Adapaun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat adalah dengan membawa surat pengantar dari keluraha/kecamatan 

untuk melakukan perekaman KTP-El, pembuatan akta kelahiran, kartu anak 

Makassar, dan membawa KK lamah untuk masyarakat yang ingin melakukan 

perubahan KK.  

5. Emphaty (Perhatian) 

Empati dalam pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, 

simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan sengan 

pelayanan untuk mengembangkan atau melakukan aktivitas pelayanan sesuai 

dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut.  

Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar sebagai pelaksana 

Inovasi Kupas Tas memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sikap perhatian yang diberikan dinas 

kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar sebagai pemberi pelayanan sangat 

baik. Hal tersebut terbukti dengan bagaimana tingkat keseriusan dinas 

kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat melalui Inovasi Kupas Tas. Dengan adanya Kupas Tas, 

masyarakat merasa dipermudah dalam peroses pengurusan berkas kependudukan.  



 
   

       

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan pelaksanaan Inovasi 

Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas Melalui Program 

Kupas Tas Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, ada 

beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :  

Pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Penyandang 

Disabilitas Melalui Program Kupas Tas Di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar menunjukkan dari lima indikator yaitu Tangible 

(bukti fisik), kemampuan pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat penyandang disabilitas melalui (a) kelengkapan fasilitas 

pelayanan, (b) penggunaan alat bantu dalam peroses pelayanan, kenyamanan 

tenpat dalam melakukan peroses pelayanan.Reability (keandalan), kemampuan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pegawai dinas catatan sipil 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penyandang disabilitas 

melalui (a) kemudahan dalam peroses pelayanan, (b)memiliki standar pelayanan 

yang jelas. Responsiviness (ketanggapan) pemberi pelayanan dalam hal ini 

pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil dalam pelaksanaan inovasi kupas 

tas, memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, penyampaian 

informasi yang cepat kepada masyarakat. Assurance (jaminan dan kepastian) 

dalam peroses pelaksanaan program  Inovasi Kupas Tas, dinas catatan sipil 



 
   

       

 

memastikan semua masyarakat dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas 

terpunuhi haknya untuk memeproleh dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil. Empathy (perhatian) dalam pelaksanaan Inovasi Kupas Tas, pegawai dinas 

catatan sipil memberikan pelayanan yang baik, tulus, dan bersikap lembut kepada 

masyarakat. Tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelayanan yang baik kepada 

masyarakat.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini 

dikemukakan saran atau masukan :  

1. pemerintah atau instansi yang terkait, sebaiknya setiap tahunnya dilakukan 

survey data beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang belum 

melakukan pengurusan berkas kependudukan dan catatan sipil.  

2. Dalam upaya pemenuhan hak-hak disabilitas, pemerintah perlu pula 

menyediakan akses umum dalam pelayanan kehidupan sehari-hari 

meliputi : bangunan umum, transportasi pelayanan publik yang tentunya 

aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas  

3. Pemerintah perlu lebih keras lagi memberikan solusi kepada masyarakat 

penyandang disabilitas mengenai betapa pentingnya kepemilikan dokumen 

kependudukan dan catatan sipil.  
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